
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 

NOMOR 26 TAHUN 2001 

TENTANG 

PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan 
keberhasilan pelaksanaannya di Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu 
mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan prasarana 
infrastruktur pada kawasan khusus untuk peningkatan pelayanan 
umum; 

b. bahwa penyelenggaraan pengelolaan prasarana infrastruktur tersebut 
di atas, perlu dipadukan dengan program pembangunan daerah yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip berkeadilan dengan tidak 
mengabaikan kepentingan Daerah dan kesejahteraan masyarakat di 
Propinsi Jawa Barat; 

c. bahwa dengan semangat dan tanggung jawab Otonomi Daerah untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dipandang perlu 
membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang akan 
menjalankan usaha pengelolaan prasarana infrastruktur pada kawasan 
khusus; 

d. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b 
dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama 
PT Jasa Sarana Jawa Barat. 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi 
Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Banten 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3843); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3186); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3587); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 
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                      6.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol  
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1996 tentang 
Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 5A 
Seri D); 

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D); 

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang 
Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D). 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT 

M E M U T U S K A N :  

Menetapkan :     PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG 
PENDIRIAN PT JASA SARANA JAWA BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah 
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai 
Badan Legislatif Daerah. 

5. Prasarana Infrastruktur adalah suatu bangunan konstruksi fisik yang 
diperuntukkan bagi pelayanan umum dan merupakan kesatuan 
sistem jaringan pelayanan umum serta harus merupakan alternatif 
pelayanan umum yang ada. 

6. Kawasan Khusus adalah suatu wilayah prasarana infrastruktur yang 
ditetapkan bagi pelayanan umum dengan pengenaan tarif tertentu 
yang dibayarkan langsung oleh para pemakainya. 

7.   Pengelola Prasarana Infrastruktur adalah Badan Usaha Milik Daerah 

yang diberi kewenangan tertentu balk kewenangan publik maupun 
kewenangan privat oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan 
pengelolaan prasarana infrastruktur yang terletak di Daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



3 

8. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu badan usaha milik Daerah 
yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah. 

9. Pengelolaan Prasarana Infrastruktur adalah kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan 
atas jaringan bangunan konstruksi flsik dalam wilayah Daerah. 

10.   RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk mendirikan 
Badan Usaha yang berbentuk badan hukum, bergerak dalam bidang yang 
sesuai dengan kewenangan Daerah, mampu memberikan pelayanan 
sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan 
perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan 
Daerah. 

Pasal 3 

Badan Usaha yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
Peraturan Daerah ini bertujuan menyelenggarakan usaha jasa 
pengelolaan di bidang prasarana infrastruktur pada kawasan khusus 
antara lain jalan tol dan fasilitas lainnya, yang mampu menjalankan 
usahanya secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB III 

PEM BENTU KAN 

Pasal 4 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha 
Milik Daerah yang berbadan hukum bernama PT Jasa Sarana Jawa 
Barat. 

(2) Pelaksanaan Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur sesuai 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku. 

BAB IV 

TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 5 

PT Jasa Sarana Jawa Barat berkedudukan dan berkantor pusat di 
Bandung, dengan Kantor-kantor Cabang dan unit-unit usaha yang 
ditetapkan oleh Direksi. 



BAB V 

KEGIATAN USAHA 

Pasal 6 

(1) Kegiatan usaha PT Jasa Sarana Jawa Barat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan prasarana 
infrastruktur pada kawasan khusus dan fasilitas lainnya. 

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini meliputi 
kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, 
pengoperasian dan pemeliharaan yang memberikan manfaat bagi 
kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi Daerah. 

             BAB VI 

MODAL 

Pasal 7 

(1) Modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  4 Peraturan Daerah in i  berjumlah sebesar 
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang terdiri dari 
saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian 
dalam Akta Pendirian Perusahaan. 

(2) Dad modal dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, 
telah ditempatkan oleh para pendiri sebesar 25 % dari modal dasar 
atau sama dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta 
rupiah) yang harus disetor penuh pada saat pengesahan oleh 
Menteri Kehakiman sesuai Pasal 26 Ayat (3) Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1995. 

(3)   Modal dasar PT Jasa Sarana Jawa Barat sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (1) Pasal ini terdiri dari 

a. Pemerintah Daerah, sebesar 70 °A) atau Rp. 7.000.000.000,- 
(tujuh milyar rupiah); 

b. Pihak swasta, sebesar 30 % atau Rp. 3.000.000.000,- (tiga 
milyar rupiah). 

(4)   Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5)   Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a 
Pasal ini, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. 

Pasal 8 

(1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada PT Jasa 
Sarana Jawa Barat balk penambahan, pengurangan maupun 
pemindahan, ditetapkan dengan persetujuan DPRD. 

(2) Penyertaan saham pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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BAB VII 

SAHAM 

Pasal 9 

(1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama. 

(2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS. 

 (3)     Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada semua 
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. 

Pasal 10 

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, 
pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan 
tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

RUPS 

Pasal 11 

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi. 

(2) RUPS terdiri dari atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. 

(3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 

(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun buku. 

(5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan 
kebutuhan. 

(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. 

(7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang 
pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PT Jasa Sarana Jawa Barat. 

BAB IX 

DIREKSI 

Pasal 12 

(1) PT Jasa Sarana Jawa Barat dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari 
seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) prang 
Direktur, 

(2) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu clan dapat 
diangkat kembali. 

(3)    Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan 
wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendiran. 



BAB X 

DEWAN KOMISARIS 

Pasal 13 

(1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris. 

(2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu 
dan dapat diangkat kembali. 

(3)  Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan 
wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta 
Pendirian. 

BAB XI 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 14 

(1) Pegawai PT Jasa Sarana Jawa Barat diangkat dan diberhentikan oleh 
Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Hak dan kewajiban PT Jasa Sarana Jawa Barat diatur oleh Direksi 
dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan 
kemampuan perusahaan. 

BAB XII 

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Pasal 15 

(1) Tahun Buku PT Jasa Sarana Jawa Barat adalah tahun takwim. 

(2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan 
Komisaris untuk memperoleh pengesahan. 

(3)   Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (2) pasal ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 
(satu) bulan sebelum tahun buku berakhir. 

Pasal 16 

(1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Perusahaan 
yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi. 

(2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, 
Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS. 

BAB XIII 

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH. 

Pasal 17 

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Akta Pendirian 
Perusahaan. 
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BAB XIV 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN 

Pasal 18 

(1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan 
ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan 
DPRD. 

(2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan 
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini 
dituangkan dalam Akta Pendirian. 

BAB XV 

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 

Pasal 19 

(1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Perusahaan. 

Pasal 21 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat. 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 27 Nopember 2001 

Ditetapkan di Bandung 
a tanggal 22 Nopember 2001 

RNUR JAWA BARAT - - -  

ARIS DAERAH PROPINSI  
WA BARAT 

Y SETIAWAN 
. 010 054 068 

BARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2001 NOMOR 26  SERI D 

 


